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Abstrak 

Perhitungan pajak reklame yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kab. 

Dharmasraya masih menggunakan sistem manual sehingga kinerja menjadi tidak optimal. Penelitian yang dilakukan 

bertujuan untuk mengoptimalkan perhitungan pajak reklame dan memberikan waktu pelayanan secara cepat kepada 

pengguna iklan dan pembayar pajak. Dengan penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak DPPKA dalam melakukan 

perhitungan pajak reklame secara efektif dan efesien. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian 

lapangan,penelitian perpustakaan dan laboratorium. Sehingga dihasilkan sebuah analisa sistem baru dengan 

menggunakan alat bantu seperti Use Case Diagram, Sequence Diagram, Class Diagram, Activity Diagram dan 

Deployment Diagram. 

Kata kunci:Pajak, reklame, sistem informasi 

Abstract 

Billboard tax calculations conducted by the Revenue, Financial and Asset Management Agency (DPPKA) Kab. 

Dharmasraya still uses a manual system so that performance is not optimal. The research conducted aims to optimize 

the calculation of advertisement tax and provide fast service time for ad users and taxpayers. With this research, it is 

expected to be able to assist the DPPKA in calculating the advertisement tax effectively and efficiently. The research 

methods used are field research, library research and laboratories. So that a new system analysis is produced by using 

tools such as Use Case Diagrams, Sequence Diagrams, Class Diagrams, Activity Diagrams and Deployment Diagrams. 

Keywords: tax, billboards, information systems 

 

1. Pendahuluan 

Dinas Pendapatan, Pengelola keuangan dan Aset (DPPKAD) Kota Pariaman  merupakan dinas 

yang mengelola keuangan dan aset daerah di Kota Pariaman, dimana keuangan tersebut berasal dari 

pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah 

lainnya yang disahkan.  

Perpajakan merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara dan sumber dana 

pembangunan negara bagi pemerintah[2]. Menurut UU KUP NOMOR 28 TAHUN 2007, pasal 1, ayat 

1, pengertian Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan 

yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat[1]. 

Iklan menjadi salah satu strategi pemasaran utama di kalangan pebisnis maupun oleh perusahaan untuk 

menggaet banyak konsumen. Dengan kegiatan promosi di berbagai media, masyarakat akan kenal 

dengan produk atau jasa kita, mencoba, dan akhirnya menjadi pelanggan yang loyal. Meski beriklan 
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harus merogoh duit banyak, termasuk untuk membayar kewajiban pajak ini itu, namun sebanding 

dengan keuntungan yang akan kita dapatkan[5] 

Di samping itu, kebutuhan perusahaan atau pebisnis untuk terus beriklan, menjadi peluang usaha 

menjanjikan untuk merintis bisnis di bidang periklanan. Jika kesulitan mencari modal usaha, sekarang 

banyak pilihan, seperti Kredit Tanpa Agunan (KTA), Kredit Multiguna (KMG), maupun pinjaman 

online resmi dan terpercaya. 

Dalam menjalankan kegiatannya padaproses perhitungan pajak reklame pada Dinas Pendapatan, 

Pengelola keuangan dan Aset (DPPKAD) Kota Pariamansudah menggunakan komputer secara global 

namun belum secara mutlak sistem kerjanya dilakukan dengan keseluruhan, data diolah menggunakan 

Microsoft Office secara keseluruhan. Hal tersebutmasih dinyatakan kurang efisien untuk ibu kota 

sebesar Pariaman, dimana proses pengolahan pajak reklame memakan waktu yang lama dan dapat 

membuka ruang untuk terjadinya kesalahan dalam perhitungan pajak reklame serta menimbulkan kesan 

seakan-akan tidak adanya transparansi biaya pada pengurusannya, selain itu memungkinkan terjadinya 

kecurangan dalam perhitungan biaya. 

Umumnya perhitungan pajak reklamesecara online dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP, 

dimana dengan adanya aplikasi ini dapat lebih memudahkan pihak Dinas Pendapatan, Pengelola 

keuangan dan Aset DAERAH (DPPKAD) Kota Pariaman dalam melakukan pengolahan perhitungan 

pajak reklame serta data yang dihasilkan nantinya akan lebih tepat, cepat dan akurat. 

2. Tinjauan Literatur  

2.1  Pajak 

Pajak merupakan pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk 

kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan 

manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk 

kepentingan pribadi [4]. 

Besaran pajak reklame untuk kalkulasinya sudah ada ketentuan yang berlaku yaitu sebesar 25% dari 

NSR (Nilai Sewa Reklame). Mengenai besaran atau jumlah pajak reklame itu sangat tergantung pada faktor 

yang mempengaruhi tentang besaran nilai sewa reklame (NSR) tersebut[6] 

Faktor-faktor yang mempengaruhi besaran NSR sangat ditentukan oleh siapa penyelenggara reklame, 

jenis reklame (produk atau non-produk), dan juga faktor lainnya.. Untuk reklame yang diselenggarakan 

sendiri, besaran NSR ditentukan oleh beberapa faktor berikut ini:[7] 

1. Jenis reklame 

2. Lokasi 

3. Kategori kelas jalan 

4. Jumlah Reklame 

5. Bahan yang digunakan 

6. Ukuran 

7. Jangka waktu pemasangan 

8. Waktu pemasangan 

NSR atau Nilai Sewa Reklame merupakan dasar pengenaan pajak  dan menjadi salah satu faktor dalam 

perhitungan pajak reklame terutang. Sedangkan jika kita sudah mengetahui nilai sewa reklame kita bisa 

menghitung pajak reklame yang merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame.[8] 

2.2 Sistem Informasi 

https://www.cermati.com/artikel/modal-nikah-kurang-pakai-kta-saja
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Sistem informasi terdiri dari komponen-kompponen yang disebut dengan istilah blok bangunan 

(Building Block), dimana masing-masing blok ini saling berintegrasi satu sama lainnya untuk membentuk 

satu kesatuan dalam mencapai tujuan sesuai dengan yang dikonsepkan/dibuat[3]. 

 

3. Metodologi 

Dalam melakukan penelitian agar mendapat hasil seperti yang diharapkan, maka diperlukan kerangka kerja 

penelitian, dimana kerangka penelitian yang dilakukan digambarkan seperti Gambar 3.1 

Penelitian Pendahuluan

Pengumpulan Data

Analisa Sistem

Rancangan Sistem Baru

Rancangan Program

Evaluasi Program

Uji Coba Program

Implementasi
 

Gambar 3.1 Metodologi Penelitian 

4. Analisa dan hasil 

Sistem informasi perpajakan reklame biasanya masih dilakukan secara manual, kalaupun sudah 

menggunakan komputer pemakaiannya masih belum optimal semisal microsoft office atau bakan hanya 

melibatkan microsoft word dan microsoft excel. 

Perancangan sistem informasi perpajakan reklame ini membutuhkan beberapa aktor yang terhubung 

dalam sistem diantaranya  
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Gambar 4.1 Use case Diagram 

 

Aktifitas pemrograman ditampilkan dalam bentuk dibawah ini: 

 

Gambar 4.2 Use case Diagram 

5. Implementasi Sistem 

Tahap implementasi sistem merupakan salah satu tahap dalam daur hidup pengembangan sistem, 

dimana tahap ini merupakan tahap agar sistem informasi siap untuk dipakai. Dalam tahap ini berlangsung 

beberapa aktifitas secara berurutan yakni mulai darimenerapkan rencana implementasi, melakukan kegiatan 

implementasi, dan tindak lanjut implementasi. 
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Layout awal yang dimunculkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 5.1 Log In 

 Tampilan berikutnya adalah menciptakan salah satu report yang dibutuhkan dalam pengolahan data 

pajak atau perhitungan pajak. 

SURAT PEMBERITAHUAN TERUTANG PAJAK DAERAH

PEMERINTAH DAERAH KOTA PARIAMAN

DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET  

SPTPD

SURAT PEMBERITAHUAN TERUTANG PAJAK DAERAH

PAJAK REKLAME

Kepada Yth,NPWPD

Nama

Alamat

No SPTPD

Masa Pajak

Tahun Pajak

Jenis Reklame

Judul

Lokasi

Ukuran

Jumlah

Jangka Waktu

Nama Petugas

NIP

Varchar (10)

99-99-9999

9999

Varchar (20)

Varchar (50)

Varchar (50)

Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan 

dan Aset Kota Pariaman 

Varchar (50)

Text

Varchar (50)

Integer (4) * Integer (4) 

Integer (4) 

99-99-9999 s/d 99-99-9999

Varchar (50)

Varchar (20)

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya segala akibat termasuk sangsi-sangsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-

lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas. 

Pariaman, 99-99-9999

Yang menerima

(varchar (50))

DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA DPPKA

Tata cara perhitungan yang dikehendaki :

1. Official Assesment (diisi dan ditetapkan oleh pejabat dispenda)

2. Self Assesment (menghitung dan menetapkan pajak sendiri)

TANDA TERIMA

No SPTPD : Varchar (10)

NPWPD : Varchar (20)

Nama : Varchar (50)

Alamat : Varchar (50)

Pariaman, 99-99-9999

Yang menerima

(varchar (50))

Diterima Tanggal : 99/99/9999

Nama Petugas : Varchar (50)

NIP : Varchar (20)

 

Gambar 5.2 Entri SPTPD 
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6. Kesimpulan  

Berdasarkan analisa dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

a. Dengan adanya aplikasi Sistem informasiperhitungan pajak reklame ini, pegawai DPPKADKota 

Pariaman dapat dengan mudah mengelola data pajak reklame dan proses pengolahan data akan 

lebih cepat dan akurat. 

b. Dengan pengoptimalan pemakaian komputerisasi dalam pengolahan data akan meningkatkan 

efektifitas dan efesiensi kerja sehingga mempercepat laju kegiatan perhitungan pajak reklame di 

Kantor DPPKADKota Pariaman 

c. Sistem yang baru ini mampu melakukan perhitungan terhadap biaya pajak reklame yang harus 

dikeluarkan oleh pemohon. 
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